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Abstrak  

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Rumah yang layak huni 

merupakan dasar dan salah satu komponen penting dalam menentukan tingkat 

kesejahteraan masyarakat. Kebutuhan rumah yang terus meningkat namun 

berbanding terbalik dengan ketersediaan tanah yang terbatas, maka 

pembangunan rumah susun merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah 

kebutuhan akan rumah. Maraknya pembangunan rumah susun juga menimbulkan 

permasalahan, antara lain dalam hal belum dilaksanakan serah terima unit 

apartemen. Pelaksanaan jual beli satuan unit apartemen seperti itu dilakukan 

dengan cara memesan unit apartemen yang akan dibeli terlebih dahulu yang 

kemudian dituangkan dalam perikatan pendahuluan atau Perjanjian Pengikatan 

Jual Beli (selanjutnya disebut PPJB). Dalam skripsi ini rumusan masalah yang 

akan diteliti adalah mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen yang 

membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) serta penyelesaian serah terima 

unit apartemen. pembeli SRS buah batu park  merasa haknya sebagai konsumen 

tidak terlindungi dengan ketidak pastian dari pihak pelaku pembangunan. Maka, 

pihak pembeli mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian serta 

mengajukan pailit terhadap pihak pelaku pembangunan. Konsumen yang 

membuat PPJB tersebut dapat dikatakan masih berstatus “calon pemilik” 

bukanlah sebagai “pemilik” itu sendiri karena belum adanya AJB maka secara 

yuridis dapat dikatakan tidak terjadi pemindahan hak sama sekali, dengan kata 

lain mereka baru dapat dikatakan sebagai pemilik (baru berstatus pemilik) 

apabila mereka sudah mendapatkan AJB. Dengan melihat hal ini perlindungan 

hukum bagi para konsumen dikatakan masih lemah. 

 

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Kepailitan, apartemen, PPJB.  
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.  Latar belakang 

       Rumah merupakan salah satu hak dasar manusia, menjadi tempat keluarga 

berteduh, berkumpul dalam menciptakan tatanan hidup dan membentuk watak 

kepribadian bangsa untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, 

mandiri dan produktif. Hal ini sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28 H ayat 

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya 

disebut UUD 45) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera 

lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik 

dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan.” 

 Dalam perkembangannya, pertumbuhan penduduk yang semakin padat 

secara otomatis memberikan konsekuensi untuk tersedianya tempat tinggal yang 

layak yang lebih banyak lagi. Di tengah keadaan ini, rumah susun merupakan 

terobosan baru bagi kebutuhan hidup masyarakat terutama di perkotaan, 

mengingat sangat padatnya populasi dan terbatasnya tanah yang terdapat di 

perkotaan, terutama bagi kota –kota besar. Rumah susun merupakan tempat 

hunian yang di harapkan dapat memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal bagi 

penduduk, khususnya yaitu di perkotaan, tanpa mengurangi pemanfaatan tanah 

yang berlebihan dan memberikan keleluasaan daerah peresapan air. 

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 20 Tahun 2011 tentang 

Rumah Susun (selanjutnya disebut UURS) , pengertian dari rumah susun, adalah 

bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi 

dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal 

dan vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki 

dan digunakan secara terpisah terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi 

dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.” Bagian-bagian 

yang dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah tersebut diberi sebutan Satuan 
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Rumah Susun (selanjutnya di sebut SRS). SRS harus mempunyai sarana 

penghubung ke jalan umum, tanpa mengganggu dan tidak boleh melalui SRS 

yang lain. Dalam hak pemilikan atas  SRS  disebut Hak Milik Atas Satuan 

Rumah Susun (selanjutnya di sebut HMSRS) yang meliputi bagian bersama, 

benda bersama dan tanah bersama di dalam SRS. 

  Setelah dilakukannya pembangunan rumah susun baru kemudian terbit 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun dan pemerintah 

terus menerus memperbaiki kebijakan terkait rumah susun salah satu caranya 

dengan menerbitkan Undang-undang nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah 

Susun. Terdapat  beberapa pihak dalam penyelenggaran rumah susun yaitu 

Pelaku Pembangunan  sebagai penyelenggara pembangunan rumah susun, 

pemilik, penghuni dan pengelola rumah susun. 

Dalam pelaksanaannya jual beli SRS atau apartemen yang belum selesai 

dibangun semakin meningkat, bahkan tidak jarang pula terjadi jual beli SRS yang 

dilakukan saat masih dalam perencanaan. Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang 

nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun mengatakan bahwa “Pelaku 

pembangunan dapat melakukan pemasaran sebelum pembangunan rumah susun 

dilaksanakan.”  

Selanjutnya didalam ayat (2) dijelaskan tentang apa saja syarat yang harus 

dipenuhi pelaku pembangunan dalam hal pemasaran SRS. “Dalam hal pemasaran 

dilakukan sebelum pembangunan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), pelaku pembangunan  sekurang-kurangnya harus memiliki:  

 Kepastian peruntukan ruang 

 Kepastian hak atas tanah 

 Kepastian status penguasaan rumah susun  

 Perizinan pembangunan rumah susun; dan  

 Jaminan atas pembangunan rumah susun  dari lembaga penjaminan 

 Pelaksanaan jual beli satuan unit apartemen seperti itu dilakukan dengan 

cara memesan unit apartemen yang akan dibeli terlebih dahulu yang kemudian 

dituangkan dalam perikatan pendahuluan atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli 

(selanjutnya disebut PPJB) yang telah di atur didalam Keputusan Menteri Negara 
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Perumahan Rakyat Nomor: 11/KPTS/1994  Tentang Pedoman Perikatan Jual 

Beli Satuan Rumah Susun . Pasal 1457 KUHPerdata yang berkaitan dengan jual 

beli menyebutkan bahwa “Jual beli adalah persetujuan dengan mana pihak yang 

satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain 

untuk membayar harga yang telah ditetapkan” 

Perjanjian jual beli yang dianut KUHPerdata bersifat Obligatoir, karena 

perjanjian itu belum memindahkan hak milik. Hak milik baru dapat berpindah 

dengan dilakukannya penyerahan (levering) yang merupakan suatu perbuatan 

yuridis untuk memindahkan hak milik. Yang dimaksud dengan “levering” adalah 

penyerahan suatu barang oleh pemilik atau atas namanya kepada orang lain, 

sehingga orang lain ini memperoleh hak milik atas barang terebut (dalam hal ini 

adalah satuan unit apartmen). Menurut sistem KUHPerdata, perjanjian obligatoir 

baru dalam taraf melahirkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak 

milik, upaya hak milik berpindah, perlu diikuti dengan penyerahan barangnya  

maka dari itu, levering ini mengikuti perjanjian obligatoir. Dalam setiap 

perjanjian yang memindahkan penguasaan dan hak milik, perlu dilakukannya 

penyerahan barang tersebut baik secara nyata, maupun secara yuridis (dapat 

dilihat pada barang tidak bergerak, karena tata caranya diatur dalam Undang-

Undang.1 

PPJB dibuat untuk melakukan pengikatan sementara sebelum pembuatan 

Akta Jual Beli (selanjutnya disebut AJB) resmi dihadapan Pejabat Pembuat Akta 

Tanah (selanjutnya disebut PPAT). Secara umum, isi PPJB adalah kesepakatan 

penjual untuk mengikatkan diri akan menjual kepada pembeli dengan disertai 

pemberian tanda jadi atau uang muka berdasarkan kesepakatan. Umumnya PPJB 

dibuat dibawah tangan karena suatu sebab tertentu seperti harga pembayaran 

belum lunas. Didalam PPJB memuat perjanjian-perjanjian, seperti besarnya 

harga, kapan waktu pelunasan dan dibuatnya AJB2.  

                                                 
1 Djaja . Meliala, H. MH., Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan, 

CV. Nuansa Aulia, Bandung cetakan II 2008, hlm. 75 
2 Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan ke IX, PT. intermea, Jakarta, 2005, hlm 79-80 



14 

 

Salah satu perjanjian tertulis adalah perjanjian baku yaitu bentuk 

perjanjian yang banyak dipergunakan jika salah satu pihak sering berhadapan 

dengan pihak lain dalam jumlah yang banyak dan memiliki kepentingan yang 

sama dan dilakukannya berdasarkan asas kebebasan berkontrak3  Pasal 1 Ayat 

(10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menjelaskan tentang apa yang 

dimaksud dengan klausula baku. “Klausula baku adalah setiap aturan atau 

ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih 

dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen 

dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen” 

 Permasalahan yang akan penulis teliti adalah mengenai permasalahan yang 

timbul akibat adanya cidera janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh  PT. 

Menara Karsa Mandiri (selanjutnya disebut PT. MKM) selaku pelaku 

pembangunan rumah  susun Buah Batu Park Apartment. Wanprestasi, artinya 

tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau 

perjanjian4. Atas kesepakatan yang telah dibuat antara pihak pelaku 

pembangunan dengan pembeli dari rumah  susun Buah Batu atau yang juga 

dikenal dengan Buah Batu Park Apartemen. Pihak pembeli tak kunjung 

mendapatkan kepastian dan juga terlambat menerima penyerahan kunci atas  unit  

rumah susun yang telah dibeli baik secara Kredit Pemilikan Rumah (selanjutnya 

disebut KPR) maupun secara tunai. Pelaku pembangunan pun belum melakukan 

pemecahan sertifikat induk dan penandatanganan AJB.  

Lalu, berdasarkan putusan No. 

03/PDT.U/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PT tanggal 5 Maret 2013, pihak pelaku 

pembangunan  telah dinyatakan dalam keadaan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang (selanjutnya disebut PKPU). Didalam Pasal 212 Undang- 

Undang nomor 37 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang, “Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat 

melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat 

ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan 

                                                 
3 Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H., Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di 

Indonesia, Cetakan ke-II, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta,2013,hlm. 34 
4 Subekti, Supra catatan no. 2 
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maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi 

tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren” 

 Pelaku pembangunan,  mengajukan permohonan perdamaian dimana 

pihak pelaku pembangunan berjanji untuk menyelesaikan pembangunan dan 

serah terima kunci beserta bangunan unit rumah susun, melakukan pemecahan 

sertifikat induk, serta penandatanganan AJB. Namun selanjutnya, tidak ada 

realisasi dari pihak pelaku pembangunan 

 2 (dua) pembeli SRS buah batu park  merasa haknya sebagai konsumen 

tidak terlindungi dengan ketidak pastian dari pihak pelaku pembangunan. Maka, 

pihak pembeli mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian serta 

mengajukan pailit terhadap pihak pelaku pembangunan. Pasal 1 ayat (1) Undang-

Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang menjelaskan tentang pengertian kepailitan. ”Kepailitan 

adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan 

pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”  

 Didalam putusan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01/Pdt.Sus-Pemb. 

Perdamaian/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, mengabulkan permohonan pembatalan 

perdamaian atas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), 

membatalkan Akta Perjanjian Perdamaian dan rencana perdamaian dan 

menyatakan pihak pelaku pembangunan dalam keadaan pailit. Pasal 2 ayat (1) 

Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan bahwa “Debitor yang mempunyai 

dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang 

telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, 

baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih 

kreditornya.” 

 PT. Bank Tabungan Negara (selanjutnya disebut bank BTN) adalah 

sebagai pemenang lelang atas tanah dan bangunan rumah susun Buah Batu Park 

yang juga merupakan pemegang Hak Tanggungan. Definisi hak tanggungan ada 
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didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah 

yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan 

pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak 

berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, 

untukpelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan 

kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain 

 Pihak pembeli SRS apartemen Buah Batu Park tentu berhak menerima 

perlindungan secara hukum mengingat mereka telah melakukan kewajibannya 

seperti membayar harga yang telah disepakati.  Perlindungan hukum  bagi 

konsumen merupakan hal yang penting demi keseimbangan dan keadilan bagi 

pihak yang penjual dan pembeli.  Didalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan pengertian dari 

konsumen. Dalam hal ini adalah pembeli satuan rumah susun buah batu park 

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia 

dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, 

maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” 

 Dengan melihat pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

diangkatlah judul penelitian ini yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM 

TERHADAP KONSUMEN YANG MEMBUAT PERJANJIAN  

PENGIKATAN JUAL BELI SATUAN RUMAH SUSUN BUAH BATU PARK 

APARTEMEN DALAM HAL PELAKU PEMBANGUNAN DINYATAKAN 

PAILIT SEBELUM DI LAKSANAKAN  SERAH TERIMA” 
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1.1  Rumusan Masalah 

Pokok  permasalahan yang dikemukakan dalam penulisan hukum ini 

adalah sebagai berikut: 

 

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Satuan Rumah Susun 

Buah Batu Park Yang Membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) 

Apabila Pelaku Pembangunan Dinyatakan Pailit?  

2. Bagaimanakah Penyelesaian Terhadap Permasalahan Yang Dihadapi Pembeli 

Satuan Rumah Susun Buah Batu Park Apartemen Apabila Belum 

Dilaksanakan Serah Terima Dan Pelaku Pembangunan Telah Dinyatakan 

Pailit? 

 

1.2  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan penelitian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang 

Membuat Perjanjian  Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Buah Batu Park 

Dalam Hal Pelaku Pembangunan Dinyatakan Pailit Sebelum Dilakukan  Serah 

Terima, yaitu: 

 Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap 

konsumen yang belum menerima satuan unit rumah susun ketika pihak 

pelaku pembangunan dinyatakan pailit 

 Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian serah terima satuan unit 

rumah susun apabila pelaku pembangunan telah dinyatakan pailit 

sementara belum dilakukan serah terima satuan unit rumah susun 

terhadap pembeli yang telah sepakat melakukan  

Penelitian dilakukan untuk memenuhi beberapa kegunaan yang penting 

diketahui, yaitu: 

a. Kegunaan Teoritis 

Penulisan ini diharapkan dapat memberi wawasan pembelajaran 

hukum dan pemahaman hukum tentang perlindungan hukum terhadap 
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konsumen yang telah menyepakati pembuatan PPJB dengan pihak pelaku 

pembangunan sementara belum dilakukannya serah terima satuan rumah 

susun buah batu park ketika pelaku pembangunan dinyatakan dalam 

keadaan pailit dan sebagai acuan pembelajaran menghadapi permasalahan 

yang timbul serta memberikan masukan dalam pengembangan mata kuliah 

Hukum Perdata, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Kepailitan, 

Hukum Agraria 

 

 

b. Kegunaan Praktis 

Memberikan penjelasan kepada mayarakat umum mengenai 

perlindungan hukum terhadap konsumen yang disebabkan oleh cidera 

janjinya para pelaku usaha atau pelaku pembangunan dilihat dari segi 

Hukum Perlindungan Konsumen dan  aturan didalam Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang (PKPU) dan juga memberikan masukan bagi 

pemerintah dalam menyusun kebijakan perlindungan hukum terhadap 

konsumen yang mengikatkan diri melakukan perjanjian dengan pelaku 

usaha yang pada akhirnya melakukan cidera janji dan dinyatakan pailit.  

 

1.3  Kerangka konseptual  

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan 

hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti5. Didalam 

kerangka konseptual menyampaikan mengenai abstraksi dari kondisi yang ada, 

dimana kondisi terebut merupakan fakta. Selanjutnya akan diuraikan mengenai 

keterkaitan akan fakta-fakta tersebut. Dalam penulisan skripi ini kerangka 

konseptual akan meliputi referensi yang merupakan acuan dalam menentukan 

ruang lingkup penulisan dalam hal ini peraturan perundang-undangan dan pustaka 

                                                 
5 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum Cetakan 2014. (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 

132 
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yang ada serta kerangka konseptual sekaligus memuat rumusan definisi-definisi 

tertentu di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisa, dan konstruksi data6 

 

1.4  Metode Penelitian 

 Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan 

ilmiah yang didasarkan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang 

bertujuan untuk mempelajari atu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan 

jalan menganalisanya. 7 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah 

metode Yuridis Normatif, yakni penelitian yang mencakup penelitian suatu asas-

asas, sistematika, sinkronisasi hukum vertical dan horizontal yang ditelaah dengan 

mengkaji perundang-undangan suatu bidang kehidupan tertentu, sesuai dengan 

pemeringkatan undang-undang, perbandingan hukum, serta sejarah hukum8 

 Pada penelitian Yuridis Normatif, bahan pustaka merupakan data dasar 

yang digolongkan sebagai data primer dan data sekunder yang ada dalam keadaan 

siap terbit, bentuk dan isinya telah disusun peneliti-peneliti terdahulu. 

Dalam penelitian hukum, data-data yang digunakan mencakup : 

a. Bahan hukum primer, merupakan data yang diperoleh dari bahan-

bahan  hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat 

serta berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti9, seperti 

peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Dalam penelitian 

ini, bahan hukum primer didalam penulisan hukum ini antara lain: 

 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen  

 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan 

dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun 

                                                 
6 Id.,  hlm. 137. 
7 Soerjono, Supra catatan no.5 
8 Soerjono Soekanto et. al, Penelitian Hukum Normatif (Radja Grafindo Perada, Jakarta, 2001), 

hlm.4. 
9 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 1984. Hlm. 252 
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b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini akan 

melengkapi bahan hukum primer, seperti doktrin-doktrin mengenai 

asas-asas dalam hukum perdata, dan  pendapat para ahli lainnya yang 

berkaitan dengan penelitian ini, hasil penelitian akademisi, karya-karya 

ilmiah para sarjana, jurnal-jurnal, data empirik dan tulisan lainnya 

yang bersifat ilmiah terutama yang berkaitan dengan permasalahan  

yang penulis bahas di dalam penulisan hukum ini. 

1.5  Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan merupakan rencana susunan materi yang akan 

ditulis dalam skripsi BAB I sampai dengan BAB V. sistematika penulisan 

bertujuan untuk memberikan secara garis besar mengenai isi skripsi dan 

merupakan gambaran dari alur pikir penyusunan skripsi ini. Adapun sistematika 

Penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

 

BAB I   PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi uraian tentang latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan 

dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode 

penelitian dan sistematika penulisan 

BAB II  TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DAN PERJANJIAN         

JUAL BELI 

 Bab ini berisi uraian tentang pengertian Perjanjian, Perjanjian Jual Beli, 

Syarat sah perjanjian, asas-asas dalam perjanjian, berakhir suatu perjanjian, 

tinjauan umum tentang perjanjian jual-beli, timbulnya perjanjian jual beli, 

kewajiban para pihak, wanprestasi dalam perjanjian dan berakhirnya suatu 

perjanjian. Bab ini juga membahas mengenai risiko dalam perjanjian jual beli  

BAB III   TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN PEMBELIAN DAN 

SATUAN RUMAH SUSUN BUAH BATU PARK YANG DILAKUKAN 

MELALUI PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI  (PPJB) 

Bab ini berisi tentang data hasil penelitian yang didalamnya memaparkan 

tentang tinjauan mengenai rumah susun, kepemilikan atas satuan rumah susun, 
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selain itu didalam bab ini juga akan membahas tentang PPJB serta perlindungan 

hukum bagi konsumen atau pembeli satuan rumah susun buah batu park. 

 

BAB IV   ANALISIS PERMASALAHAN 

 Bab ini berisi uraian tentang Kasus posisi Apartment Buah Batu , lalu 

pembahasan mengenai permasalahan pertama yaitu perlindungan hukum terhadap 

konsumen yang membuat PPJB. Dilanjutkan dengan permasalahan yang kedua 

yaitu penyelesaian serah terima satuan unit rumah susun apabila pelaku 

pembangunan dinyatakan pailit. 

BAB V   PENUTUP 

Bab ini berisi mengenai kesimpulan (jawaban singkat atas permasalahan 

berdasarkan hasil analisis permasalahan) dan saran yang diusulkan oleh penulis 

atas kendala-kendala yang masih dihadapi 

  




